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Abstract:

This study aims to analyze the contestation of Islamic education policies in
Indonesia during the New Order and Reformation eras. Through a
qualitative approach with a case study design, this study explores
differences in government control, curriculum, the role of Islamic boarding
schools, ideological approaches, educational equity policies, and policy
implementation in both periods. Data were collected through in-depth
interviews with experts, academics, policy makers, and practitioners of
Islamic education, as well as analysis of related documents. The results
show that during the New Order era, Islamic education policies were heavily
controlled by the central government with a focus on homogenization and
instilling Pancasila values. The uniform curriculum and strict supervision of
Islamic boarding schools reflected the government's efforts to control the
potential for radicalization. On the other hand, the Reformation era brought
significant changes with the decentralization of power, giving educational
institutions greater autonomy to adapt the curriculum to local needs. These
policies were also more inclusive and pluralistic, reflecting greater attention
to diversity and equity in the quality of education throughout Indonesia.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi kebijakan pendidikan
Islam di Indonesia selama era Orde Baru dan era Reformasi. Melalui
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini
mengeksplorasi perbedaan dalam kontrol pemerintah, kurikulum, peran
pesantren, pendekatan ideologis, kebijakan pemerataan pendidikan, dan
implementasi kebijakan pada kedua periode tersebut. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan para ahli, akademisi, pengambil
kebijakan, dan praktisi pendidikan Islam, serta analisis dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Baru, kebijakan
pendidikan Islam sangat dikontrol oleh pemerintah pusat dengan fokus pada
homogenisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Kurikulum yang
seragam dan pengawasan ketat terhadap pesantren mencerminkan upaya
pemerintah untuk mengendalikan potensi radikalisasi. Di sisi lain, era
Reformasi membawa perubahan signifikan dengan desentralisasi
kekuasaan, memberikan otonomi lebih besar kepada institusi pendidikan
untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini juga
lebih inklusif dan pluralistik, mencerminkan perhatian yang lebih besar
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terhadap keberagaman dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh
Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru (1966-1998), kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk
pendidikan Islam, dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini
diarahkan untuk memastikan stabilitas politik dan sosial di tengah keragaman agama dan
etnis (Novayani, 2018; Rika Ariyani, 2018). Pendidikan Islam, yang menjadi bagian
integral dari identitas masyarakat Muslim di Indonesia, sering kali dipengaruhi oleh
kebijakan yang bertujuan menjaga dominasi ideologi negara, yakni Pancasila. Fakta ini
terlihat dari adanya pembatasan terhadap pengajaran agama yang tidak sejalan dengan
kebijakan pemerintah, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan keagamaan di sekolah-
sekolah.

Alasan di balik kebijakan tersebut adalah untuk menghindari politisasi agama
yang dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas dan persatuan nasional. Pemerintah Orde
Baru melihat potensi ancaman dari kelompok-kelompok Islam yang memiliki pandangan
politik berbeda (Fattah & Latifah, 2012; Joko Widodo, 2022; Rozak, 2021). Oleh karena
itu, kontrol terhadap pendidikan Islam dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa
pendidikan tersebut mendukung kebijakan negara dan tidak digunakan sebagai alat untuk
menyebarkan ideologi yang berseberangan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Bukti dari pendekatan ini terlihat dalam
penerapan kurikulum yang seragam di seluruh institusi pendidikan, termasuk institusi
pendidikan Islam. Pemerintah mengatur secara ketat materi yang diajarkan di madrasah
dan sekolah-sekolah umum, termasuk pelajaran agama. Pengajaran agama Islam harus
mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan buku-buku teks yang digunakan harus melalui
penyaringan oleh pemerintah. Selain itu, ada regulasi yang ketat terhadap pembukaan dan
pengoperasian pesantren serta lembaga pendidikan Islam lainnya (Alfi & Bakar, 2021;
Andhika Wirabhakti, 2021; Indarta et al., 2022; Muslimin, 2023; Novayani, 2018).

Dengan berakhirnya Orde Baru dan masuknya era Reformasi (1998-sekarang),
terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam
(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003; Nirmala & Zalnur, 2023; Rika
Ariyani, n.d.). Reformasi membawa desentralisasi kekuasaan dan kebebasan yang lebih
besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ini membuka ruang bagi
institusi pendidikan Islam untuk lebih otonom dan merespons kebutuhan lokal. Namun,
kontestasi kebijakan tetap terjadi, terutama dalam hal bagaimana pendidikan Islam harus
diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan pluralistik.
Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan kontinuitas dalam
kebijakan pendidikan Islam antara era Orde Baru dan Reformasi, serta dampaknya
terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
(Sugiono, 2019; Wahidmurni, 2017) untuk menganalisis kontestasi kebijakan pendidikan
Islam di Indonesia selama era Orde Baru dan Reformasi. Pendekatan kualitatif dipilih
untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama terkait dengan kebijakan
pendidikan Islam dan dinamika implementasinya (Lexy J. Moloeng, 2012; Muhammad
Rijal Fadli, 2021; Wahyudin, Zaman, Nisak, & Zuhriyah, 2023). Penelitian ini berfokus
pada persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, termasuk pengambil
kebijakan, pendidik, dan masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dengan ahli, akademisi, pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan Islam,
dengan tujuan mendapatkan pandangan yang kaya dan beragam mengenai kebijakan
pendidikan Islam pada kedua era tersebut. Selain itu, data sekunder diperoleh dari analisis
dokumen, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kurikulum, buku teks, laporan
penelitian sebelumnya, serta artikel jurnal dan media massa, yang digunakan untuk
memberikan konteks historis dan legal serta melacak perubahan kebijakan dari waktu ke
waktu.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur
(John W. Creswell, 2019; Rijali, 2018), yang memberikan fleksibilitas dalam
mengeksplorasi isu-isu yang relevan sambil memungkinkan responden menyampaikan
pandangan mereka secara bebas. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan
literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan
analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola
yang muncul dalam data, sementara analisis tematik membantu memahami makna dan
implikasi dari temuan. Proses analisis melibatkan pengkodean data, identifikasi kategori-
kategori utama, dan pengembangan tema-tema utama.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi data (Khoiri,
2018; Sugiono, 2019) diterapkan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber
data dan metode pengumpulan data. Selain itu, verifikasi data dilakukan dengan beberapa
responden (member checking) untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan
maksud dan pandangan para responden. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-
prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari responden, menjaga
kerahasiaan informasi pribadi, dan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian ini
bersifat sukarela. Semua informasi yang dikumpulkan digunakan hanya untuk tujuan
akademis dan penelitian serta dijaga kerahasiaannya. Dengan metode penelitian ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontestasi kebijakan
pendidikan Islam di Indonesia pada era Orde Baru dan Reformasi serta implikasinya
terhadap perkembangan pendidikan Islam di negara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dalam kebijakan pendidikan
Islam antara era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan
Islam sangat dikontrol oleh pemerintah pusat (Muhajirin & Widdah, 2024; Novayani,
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2018). Hal ini terlihat dari penerapan kurikulum nasional yang seragam di semua institusi
pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah umum. Pemerintah juga mengawasi
ketat isi kurikulum, khususnya materi pelajaran agama Islam, yang harus mencerminkan
nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penekanan pada
Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang diwajibkan di semua sekolah untuk
memperkuat ideologi negara di kalangan siswa.

Sebaliknya, pada era Reformasi, terjadi desentralisasi kebijakan pendidikan yang
memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dan institusi pendidikan (Nirmala &
Zalnur, 2023; Rika Ariyani, 2018). Ini membuka peluang bagi madrasah dan sekolah
Islam untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan
karakteristik peserta didik. Namun, meskipun terdapat kebebasan yang lebih besar,
beberapa tantangan muncul, seperti perbedaan dalam kualitas pendidikan antara daerah,
serta kesulitan dalam memastikan standar pendidikan yang konsisten di seluruh
Indonesia.

Berikut adalah tabel perbedaan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada era
Orde Baru dan era Reformasi (Mumtaz, 2022; Ulum, 2020):

Aspek Era Orde Baru Era Reformasi
Kontrol Sangat ketat dan terpusat. Lebih desentralisasi dengan
Pemerintah  Pemerintah pusat otonomi lebih besar bagi
mengendalikan kurikulum dan institusi ~ pendidikan  untuk
pengajaran di semua institusi mengembangkan kurikulum
pendidikan Islam, memastikan lokal sesuai kebutuhan daerah,
bahwa semua materi ajar namun tetap menjaga standar
mencerminkan nilai-nilai nasional.
Pancasila.
Kurikulum Kurikulum nasional seragam, Penerapan Kurikulum Merdeka
fokus pada Pendidikan Moral yang memberikan fleksibilitas
Pancasila sebagai bagian utama lebih besar untuk menyesuaikan
dari materi ajar. dengan kebutuhan lokal dan
relevansi kontekstual.
Peran Pesantren lebih banyak diawasi, Pesantren  diberikan  lebih
Pesantren dengan beberapa keterbatasan banyak kebebasan untuk
dalam metode pengajaran dan menentukan kurikulum dan
materi yang disampaikan. metode  pengajaran,  serta
diintegrasikan lebih penuh ke
dalam  sistem  pendidikan
nasional.
Pendekatan  Fokus pada homogenisasi dan Lebih inklusif dan pluralistik,
Ideologis kontrol ideologis untuk dengan ruang untuk berbagai
mencegah  radikalisasi  dan perspektif dalam pendidikan
memastikan  kesetiaan pada Islam dan perhatian pada
negara. keberagaman.
Kebijakan Tidak banyak perhatian pada Upaya lebih besar untuk
Pemerataan  kesenjangan  kualitas  antar mengatasi kesenjangan kualitas
Pendidikan  daerah. pendidikan, termasuk melalui

teknologi dan distribusi sumber
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daya yang lebih adil.
Implementasi  Dilakukan secara top-down Lebih  banyak  melibatkan
Kebijakan dengan kontrol kuat dari berbagai pemangku
pemerintah pusat. kepentingan, termasuk
pemerintah daerah, organisasi
keagamaan, dan masyarakat
dalam  proses pengambilan
keputusan.

Tabel di atas menjelaskan perbedaan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia
pada dua periode yang berbeda, yaitu era Orde Baru dan era Reformasi. Perbedaan ini
mencakup beberapa aspek kunci, seperti kontrol pemerintah, kurikulum, peran pesantren,
pendekatan ideologis, kebijakan pemerataan pendidikan, dan implementasi kebijakan.

1. Kontrol Pemerintah
Pada era Orde Baru, pemerintah pusat memegang kendali penuh atas
kurikulum dan pengajaran di institusi pendidikan Islam. Semua materi ajar harus
mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah
radikalisasi. Sebaliknya, pada era Reformasi, terjadi desentralisasi yang memberikan
otonomi lebih besar kepada institusi pendidikan, termasuk dalam pengembangan
kurikulum local (Mariana & Helmi, 2022; Safei & Hudaidah, 2020). Ini
mencerminkan pergeseran dari kontrol terpusat menuju pendekatan yang lebih
fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
2. Kurikulum
Kurikulum pada era Orde Baru sangat seragam, dengan penekanan kuat pada
Pendidikan Moral Pancasila. Sementara itu, era Reformasi memperkenalkan
Kurikulum Merdeka, yang memberikan kebebasan lebih bagi sekolah untuk
menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, meskipun tetap
dalam kerangka standar nasional (Desiana, Rahmatika, & Dewi, 2023; Indarta et al.,
2022; Saputra & Nazaruddin, 2021).
3. Peran Pesantren
Pada masa Orde Baru, pesantren diawasi ketat dan memiliki keterbatasan
dalam metode pengajaran dan materi yang diajarkan. Di era Reformasi, pesantren
diberikan lebih banyak kebebasan untuk mengelola kurikulum dan metode pengajaran
mereka, serta diintegrasikan lebih penuh ke dalam sistem pendidikan nasional (Ary
setiyawan, 2022; Chalim, Muslim, Hudiarini, & Fadloli, 2023; Fikriyah, 2022).
4. Pendekatan Ideologis
Era Orde Baru berfokus pada homogenisasi dan kontrol ideologis untuk
memastikan kesetiaan pada negara dan mencegah radikalisasi. Sebaliknya, era
Reformasi lebih inklusif dan pluralistik, memberikan ruang bagi berbagai perspektif
dalam pendidikan Islam dan lebih menghargai keberagaman.
5. Kebijakan Pemerataan Pendidikan
Pada era Orde Baru, tidak banyak perhatian diberikan pada kesenjangan
kualitas pendidikan antar daerah. Namun, pada era Reformasi, terdapat upaya lebih
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besar untuk mengatasi kesenjangan ini, termasuk melalui distribusi sumber daya yang
lebih adil dan peningkatan akses teknologi pendidikan (Nurul Fauziah, 2022;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, 2011).

Implementasi Kebijakan

Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan diterapkan secara top-down dengan
kontrol kuat dari pemerintah pusat. Di era Reformasi, proses pengambilan keputusan
lebih inklusif, melibatkan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat
dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari kontrol ketat
dan homogenisasi menuju desentralisasi, otonomi, dan inklusivitas dalam pendidikan
Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang
di negara tersebut selama dua periode yang berbeda

Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada
pengajaran agama, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan ideologi negara, Pancasila,
dalam materi ajar. Pemerintah mewajibkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai
bagian penting dari kurikulum agama, dengan tujuan menginternalisasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari para siswa (Datumula, 2020; Safei & Hudaidah,
2020). Langkah ini merupakan strategi untuk mengatasi potensi radikalisme agama yang
dianggap dapat mengancam stabilitas nasional dan kesatuan negara. Pemerintah melihat
pendidikan sebagai alat utama untuk membentuk ideologi yang sejalan dengan kebijakan
negara, serta untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang
belajar di institusi pendidikan Islam, tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara.

Kontrol ketat ini juga mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap politisasi
agama. Ada ketakutan bahwa jika dibiarkan, institusi pendidikan Islam bisa menjadi
sarang bagi ideologi yang bertentangan dengan pemerintah atau bahkan mengarah pada
radikalisasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengawasi kurikulum tetapi juga
berbagai kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah dan pesantren. Semua materi pengajaran
harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ada pengawasan
ketat terhadap penggunaan buku teks dan bahan ajar lainnya. Ini adalah bagian dari upaya
untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial melalui homogenisasi ideologis.

Namun, dengan datangnya era Reformasi, terjadi pergeseran besar dalam
pendekatan kebijakan pendidikan. Desentralisasi kekuasaan memungkinkan daerah dan
institusi pendidikan memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan kurikulum dan
metode pengajaran (Binangkit & Siregar, 2020; Nirmala & Zalnur, 2023). Institusi
pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, kini memiliki kebebasan yang lebih
luas untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik
masyarakat setempat. Ini membuka peluang untuk pengembangan kurikulum yang lebih
inovatif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru. Salah satu tantangan
utama adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah yang kaya sumber daya dan
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daerah yang kurang berkembang. Daerah yang memiliki lebih banyak sumber daya
cenderung mampu menyediakan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik, sementara
daerah yang kekurangan sumber daya sering kali tertinggal. Selain itu, variasi dalam
penerapan kurikulum di berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran tentang
keseragaman standar pendidikan nasional (Muhaimin, 2016; Pawero, 2017; Setiawan, A.,
Ahla, S. S. U. F., Husna, 2022). Ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang
memadai, perbedaan dalam kualitas pendidikan dapat memperburuk ketidaksetaraan
sosial dan ekonomi di negara tersebut.

Secara keseluruhan, era Reformasi membawa harapan baru untuk kebebasan dan
inovasi dalam pendidikan, tetapi juga menuntut penanganan yang hati-hati terhadap
tantangan-tantangan yang muncul. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu
bekerja sama untuk memastikan bahwa desentralisasi dalam pendidikan tidak
mengorbankan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan pada era Orde Baru cenderung homogenisasi pendidikan Islam dengan
tujuan utama mendukung stabilitas politik negara. Kebijakan ini diterapkan melalui
kontrol ketat terhadap kurikulum dan metode pengajaran, dengan fokus pada integrasi
nilai-nilai Pancasila dan pembatasan terhadap materi yang dianggap berpotensi radikal
(Anshori, Solikhah, Agli, Musyafa, & Apriyanto, 2022; Datumula, 2020). Hal ini
menyebabkan terbatasnya ruang bagi pengembangan pemikiran Islam yang kritis dan
inovatif, karena segala bentuk pengajaran yang tidak sejalan dengan ideologi negara
dianggap berisiko. Pendidikan Islam pada masa itu lebih diarahkan untuk membentuk
siswa yang patuh dan setia kepada negara, dengan sedikit peluang untuk mengeksplorasi
keberagaman pemikiran dan interpretasi agama.

Sebaliknya, era Reformasi menghadirkan kebebasan yang lebih besar dalam
sektor pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Institusi pendidikan, seperti madrasah dan
pesantren, mendapatkan otonomi yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum dan
metode pengajaran mereka sendiri (Kosim, Mugoddam, Mubarok, & Laila, 2023;
Mahmuda, Mistiningsih, Anwar, & Mahfud, 2019; Novayani, 2018). Kebijakan ini
memberikan ruang untuk inovasi dan memungkinkan pendidikan Islam menjadi lebih
inklusif dan relevan dengan konteks global serta kebutuhan lokal. Namun, kebebasan ini
juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjaga mutu dan integritas
pendidikan. Munculnya variasi yang signifikan dalam kurikulum dan metode pengajaran
dapat mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan yang mencolok antara berbagai
daerah dan institusi.

Tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi (Nirmala &
Zalnur, 2023; Safei & Hudaidah, 2020) adalah menciptakan keseimbangan yang tepat
antara otonomi lokal dan standar nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa institusi
pendidikan Islam memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan
kebutuhan lokal, namun tetap mematuhi standar kualitas yang ditetapkan secara nasional.
Ini penting untuk mencegah fragmentasi dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa
semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas, terlepas dari lokasi atau institusi
mereka.
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Selain itu, ada tantangan lain berupa kesenjangan kualitas pendidikan antara
daerah yang lebih maju dan yang kurang berkembang. Ketimpangan ini dapat
memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat segregasi sosial-ekonomi. Oleh
karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja keras untuk
memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan dukungan yang memadai bagi
daerah yang tertinggal.

Di sisi lain, desentralisasi kebijakan pendidikan juga membuka peluang besar
untuk inovasi. Dengan otonomi yang lebih besar, institusi pendidikan Islam dapat
mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual, yang tidak hanya
mencakup aspek-aspek keagamaan tetapi juga mempersiapkan siswa untuk tantangan
global (Anshori et al., 2022; Kosim et al., 2023; Mahmuda et al., 2019). Ini mencakup
pengajaran tentang toleransi, pemahaman lintas budaya, dan keterampilan abad ke-21
yang penting untuk kesuksesan di dunia yang semakin terhubung dan kompleks.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi harus terus
berkembang untuk menyeimbangkan kebebasan dan pengawasan, serta untuk mengatasi
tantangan kesenjangan dan memanfaatkan peluang inovasi. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mempertahankan identitas
keagamaannya tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas kebangsaan yang
inklusif dan dinamis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia
telah mengalami perubahan signifikan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Perubahan
ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi pendekatan
pemerintah terhadap pendidikan Islam. Meskipun era Reformasi memberikan lebih
banyak kebebasan dan otonomi, tantangan dalam menjaga kualitas dan keseragaman
pendidikan tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan
inklusif untuk mengatasi tantangan ini, serta memaksimalkan potensi pendidikan Islam
dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan berdaya saing global.

Untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, pemerintah perlu
menetapkan standar nasional yang jelas dan menjaga mutu pendidikan di seluruh daerah
dengan memberikan otonomi yang disertai akuntabilitas. Upaya pengurangan
kesenjangan antar daerah harus dilakukan melalui alokasi sumber daya yang adil dan
peningkatan akses teknologi. Kurikulum harus dikembangkan agar lebih inklusif, relevan,
dan mendukung toleransi serta keterampilan hidup. Inovasi pendidikan perlu difasilitasi,
termasuk penggunaan teknologi digital dan pendekatan pedagogi interaktif. Kerjasama
dan dialog antar pemangku kepentingan serta dukungan untuk penelitian berkelanjutan
akan memastikan kebijakan yang responsif dan efektif dalam mengembangkan
pendidikan Islam yang berkelanjutan.
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